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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil analisis diatas bentuk pertimbangan majelis hakim ini 

berdasarkan mempertimbangkan nilai-nilai atau keyakinan dari majelis 

hakim untuk memutuskan berdasarkan aturan hukum yang telah 

ditetapkan. Majelis hakim mempertimbangkan hukum yang berlaku 

dengan penafsiran atas fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli dan surat dengan semua informasi yang relevan bukti-

bukti yang ada. Berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B.2020/PN.Olm ini 

majelis hakim telah mempertimbangkan dengan mendasari dari fakta-

fakta yang ada dan keputusan terhadap prinsip-prinsip keadilan hukum 

yang mendasari.  

2. Berdasarkan Putusan Nomor 992/K.Pid/2020 kebenaran materiil dalam 

pertimbangan Judex Factie berdasarkan pertimbangan dengan 

penerapan hukumnya menjatuhi putusan pemidanaan 8 (delapan) tahun 

terhadap terdakwa. Pertimbangan dalam Judex Factie dianggap keliru 

oleh Judex Juris dikaitkan dengan Judex Factie yang memutus perkara 

telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, tidak 

menetapkan aturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa pemeriksaan judex factie, 
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atau alasan-alasan pengajuan kasasi, dilakukan karena fakta dalam 

persidangan bahwa judex factie tidak menerapkan peraturan hukum atau 

tidak sebagaimana mestinya. Ini mengacu pada ketidakmampuan 

majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa 

melakukan perkosaan terhadap saksi korban. 

B. Saran  

1. Hakim yang memeriksa perkara perkosaan yang dilakukan oleh 

terdakwa pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Olm dan untuk hakim 

lainnya, majelis hakim memastikan perlindungan yang memadai bagi 

korban selama proses persidangan yang menekan dan mendengarkan 

kesaksian korban perkosaan dengan hati-hati tanpa mengintimidasi atau 

merendahkan martabat korban. Majelis hakim juga dalam 

mempertimbangkan alat bukti dengan cermat dan konsistensi untuk 

mengambil keputusan dalam tindak pidana perkosaan tersebut.  

2. Penuntut umum untuk mencari keadilan bagi korban dan menegakkan 

hukum selama proses peradilan tersebut masih berjalan. Dalam hal ini 

pastikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan kesaksian, bukti 

elektronik dan bukti forensic yang memastikan bahwa mereka  merasa 

didukung, dengan korban perkosaan memastikan bahwa korban 

mendapatkan dukungan yang dibutuhkan selama berlangsungnya 

maupun setelah proses peradilan.
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